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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan, perlu diatur tata cara permohonan
pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan
badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Tata Cara  Permohonan Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5183);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan
Koordinasi Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-
IND/PER/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan
Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal,

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2011;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal
Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Wajib Pajak adalah badan usaha yang berbadan hukum yang
melakukan penanaman modal.

Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan
teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian
nasional.

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday adalah
fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip,
adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai
usaha.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut
Izin Prinsip Perubahan adalah l1zin Prinsip yang wajib dimiliki
perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi
Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
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10.

11.

12.

13.

14.

Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang
ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan
untuk pembahasan di Komite Verifikasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat
BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang
bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP,
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan
dengan:

a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala
LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau

b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.

Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk
sebagai Front Officer/Back Officer untuk memberikan pelayanan
konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan
Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi
kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak,
wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Front Officer PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima
permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat
Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat
Pelayanan Fasilitas.

Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan yang diketuai oleh Kepala Badan
Kebijakan Fiskal dengan anggota terdiri dari kementerian teknis dan
BKPM.

Pasal 2

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday dapat
diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal
baru yang merupakan Industri Pionir.
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Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a.
b.
C.

Industri logam hulu;
Industri pengilangan minyak bumi;

Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi
dan gas alam;

Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;

Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan
perikanan;

Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
Industri transportasi kelautan;

Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK); dan/ atau

Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday yang
memenuhi kriteria :

a.
b.
C.

merupakan Wajib Pajak baru;
melakukan penanaman modal baru di industri pionir;

mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah
mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling
sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
atau paling sedikit sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah) untuk industri pionir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f dan memenuhi persyaratan memperkenalkan
teknologi tinggi (high tech);

memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan
modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk
keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;

menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk
menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10%
(sepuluh  persen) dari total rencana penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan dana tersebut tidak
ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi
penanaman modal;
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